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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten
Boyolali diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan
keterampilan, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta
kegiatan pemberdayaan perempuan melalui PKK. Pelaksanaan Peraturan Desa
tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, karena disusun melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan
masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai
kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran,
serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa cukup dominan
sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam pengawasan telah berjalan namun belum optimal. Partisipasi
masyarakat dalam program pemberdayaan masih belum merata dan cenderung
fluktuatif. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala
tersebut meliputi peningkatan sosialisasi program, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, serta optimalisasi penggunaan dana desa. Dengan demikian,
implementasi Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Candi telah
berjalan, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas pelaksanaan dan
partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Impelementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Desa



ABSTRACT

The implementation of Village Regulations in community empowerment is
one of the efforts to improve community welfare at the village level. The
implementation of Village Regulations in Candi Village, Ampel District, Boyolali
Regency is carried out through various empowerment programs, such as skills
training, development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and
women's empowerment activities through the PKK.Normatively, the
implementation of these Village Regulations has complied with legal provisions, as
they were formulated through participatory village deliberations. However, in
practice, several obstacles remain, including limited human resources, limited
budget, and low community participation.

The role of the village government in implementing the regulations is quite
dominant as the policy executor, while the role of the Village Consultative Body
(BPD) in supervision has been carried out but is not yet optimal. Community
participation in empowerment programs is still uneven and tends to
fluctuate.Efforts made by the village government to overcome these obstacles
include increasing program socialization, improving human resource capacity, and
optimizing the use of village funds. Therefore, the implementation of Village
Regulations in community empowerment in Candi Village has been carried out, but
still needs improvement in terms of effectiveness and community participation.

Keywords: Implementation, Village Regulation, Community Empowerment
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati salam sistem pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia 1. Menurut Sutardjo Kartodikusuma desa
adalah suatu kesatuan hukum yang menjadi tempat tinggal sekelompok
masyarakat yang memiliki tata pemerintah sendiri.

Desa memiliki peran strategis sebagai fondasi pembangunan
nasional karena menjadi unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dan
memahami kebutuhan potensi lokal yang dimiliki 2. Dalam perjalanan
sistem pemerintahan di Indonesia, desa mengalami berbagai perubahan
kedudukan dan kewenangan 3. Pada masa sebelumunya, desa cenderung
diposisikan sebagai objek pembangunan yang pelaksanaanya sangat
bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah Hal tersebut

menyebabkan ruang gerak desa dalam mengelola potensi dan menentukan

! (Nasution, and Hasibuan 2023)

2 Abdul Salam, “Jurnal llmu Politik Dan Pemerintahan Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat : Tantangan Dan Hambatan Di
Desa Pasirlangu , Kabupaten Garut” 10, no. November (2024): 11-22.

3 Nurjaman Ruman and Galih Prasetyo, “DESA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK INDONESIA
KONTEMPORER: PENGUATAN PERAN LAN VILLAGE” 14, no. 1 (2021): 35-52.



arah pembangunan menjadi terbatas, sehingga sering kali kebijakan yang
ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa

Seiring dengan berkembangnya paradigman desentralisasi,
pemerintah kemduia memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap desa
melalui penerapan otonomi desa. Menurut Otonomi desa merupakan suatu
konsep dalam sistem pemerintah Indonesia yang memberikan kewenangan
kepada desa sebagai unit pemerintah paling bawah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnnya secara mandiri. Desa bukan lagi
unit administartif semata, tetapi diakui sebagai unit masyarakat hukum yang
memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola urusan internalnya “. Hal ini
menunjukkan bahwa transformasi desa dari posisi yang sangat bergantung
pada pemerintah pusat dan dearah menjadi subjek pemerintahan yang
memiliki ruang untuk berinisiatif dalam pembangunan lokal.

Dasar Hukum penyelenggaran otonomi desa di Indonesia diatur
secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Village Law) yang kemudian diamandemen menjadi bagaian dari peraturan
nasional yang lebih mutakhir. Undang-Undang ini menegaskan bahwa desa
memiliki kewenangan dalam penyelenggaran pemerintah, pelaksaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan
masyarakkat desa. Undang-Undang ini memberikan landasan yuridis

sebagai desa untuk berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

# Suhartini, “lIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG Dipermukaan
Bumi. Jumlah Penduduk DESA DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA” 9, no. li (2020): 28—42.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG dipermukaan bumi.



Dalam pelaksanaan otonomi desa, peraturan desa memegang
peranan yang sangat penting sebagai instrumen hukum tingkat desa °.
Peraturan desa menjadi dasar normatif bagi pemerintah desa dalam
menyelanggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta
mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan ® Melalui peratuuran desa
kewenangan otonomi desa diwujudkan sesuai dengan kebutuhan,kondisi
dan karakteristik masyarakat desa setempat.

Peraturan desa disusun dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan. Keterlibatan
masyarakat dalam proses perumusan peraturan desa diharapkan dapat
menggambarkan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bersama sehingga
peraturan yang dihasilkan bersifat responsif dan aplikatif. Namun demikian,
hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu
rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan
pembentukan peraturan desa. Sumber daya manusia perangkat desa yang
terbatas dari segi pemahaman hukum maupun kemampuan teknis
penyusunan peraturan juga menjadi kendala dalam penerapan peraturan
desa secara efektif.

Menurut * permasalahan implementasi peraturan desa dapat dilihat

dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan dana desa atau aset

5 |dea Parasatya and Ti n Yuliani, “PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” 2020.

6 Andi Wahyudi and Lia Rosalina, “Investigating Organizational and Human Resource Capacity of
Village Government : A Case Study in Kutai Kartanegara Regency” 4, no. 2 (2020): 99-115.

7 Ratih Rahayu, Faizal Anwar, and Titi Darmi, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Sistem Pengelolaan” 5, no. April (2023): 117-29.



desa yang pelaksanaanya sering kali tidak disertai dengan pemahaman
hukum yang memadai serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis hukum terhadap
peraturan desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan
yang dibentuk telah sesuai dengan prinsi-prinsip hukum yang berlaku,
seperti asas legalitas, keterbukaan, partisipasi dan keadilan. Analisis hukum
terhadap desa memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pemberdayaan
masyaraat. Peraturan desa yan disusun dan diterapkan berdasarkan analisis
hukum mampu menciptkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis
dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk megkaji
secara mendalam peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat di era

otonomi daerah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai pentingnya peraturan desa
dalam pelaksanaan otonomi desa , maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :

1. Bagaimana implementasi peraturan Desa di desa Candi dalam
mendukung pemberdayaan masyarakat di era otonomi desa ditinjau dari
perspektif hukum?

2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi

peraturan Desa di Desa Candi dalam rangka pemberdayaan masyarakat?



3. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi
hambatan dalam implementasi Peraturan Desa guna mendukung

pemberdayaan masyarakat pada era otonomi desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Peraturan Desa di Desa Candi dalam
mendukung pemberdayaan masyarakat pada era otonomi desa ditinjau
dari perspektif hukum.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala hukum dan
kelembagaan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Desa di
Desa Candi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Candi dalam
mengatasi hambatan implementasi Peraturan Desa guna mendukung

pemberdayaan masyarakat pada era otonomi desa

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata pemerintahan dan
hukum administrasi negara, terkait implementasi peraturan desa dalam
era otonomi desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian akademik mengenai kedudukan peraturan desa
sebagai instrumen hukum dalam pemberdayaan masyarakat desa serta
menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas otonomi

desa dan tata kelola pemerintahan desa.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis:

a) Bagi pemerintah desa, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam
penyusunan serta implementasi peraturan desa agar sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum dan mampu mendorong pemberdayaan
masyarakat desa.

b) Bagi masyarakat desa, sebagai sarana peningkatan pemahaman
hukum mengenai peraturan desa serta mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab

sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang
menjelaskan urgensi penelitian mengenai implementasi peraturan desa
dalam pemberdayaan masyarakat pada era otonomi desa, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

Bab Il Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan konseptual yang
meliputi konsep otonomi desa, peraturan desa, implementasi peraturan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa; landasan teori yang digunakan sebagai



pisau analisis dalam penelitian ini; originalitas penelitian; serta kerangka

berpikir yang menggambarkan hubungan antar konsep dalam penelitian.

Bab 11l Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, metode
pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian,
teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk

menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil
penelitian di Desa Candi yang meliputi implementasi peraturan desa dalam
pemberdayaan masyarakat, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam
mengatasi hambatan tersebut, yang kemudian dianalisis berdasarkan

perspektif hukum dan teori yang digunakan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban
atas rumusan masalah penelitian serta saran yang diajukan sebagai
rekomendasi bagi pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak terkait
lainnya dalam rangka optimalisasi implementasi peraturan desa untuk

mendukung pemberdayaan masyarakat pada era otonomi desa.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual
1. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia®. Konsep otonomi
desa lahir dari pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan untuk
mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.
Pengakuan ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar bagian
administratif dari pemerintahan daerah, melainkan subjek hukum
publik yang memiliki kemandirian dalam mengelola pemerintahan dan

pembangunan desa®.

Secara normatif, otonomi desa diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desal®. Undang-undang tersebut
menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

desa. Otonomi desa dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat asli,

8 Eki Priady Sinaga et al., “PENGUATAN OTONOMI DESA SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA DI ERA DESENTRALISASI” 2 (2024): 521-30.

9 Sinaga et al. “PENGUATAN OTONOMI DESA SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
DI ERA DESENTRALISASI” 2 (2024): 521-30.

10 Enny Agustina, “The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in
the Regional Autonomy Era” 06 (2022): 34-39.



bulat, dan utuh, yang bukan merupakan pemberian dari pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah, melainkan berasal dari sejarah dan

keberadaan desa itu sendiri®!.

Penerapan otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat
pembangunan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan'?.Dengan adanya otonomi desa,
pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk merumuskan kebijakan
yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakat
desa setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang

menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan?®3.

Penerapan otonomi desa dalam sistem pemerintahan desa menjadi
dasar kewenangan bagi desa untuk membentuk peraturan desa sebagai
instrumen hukum dalam mengatur dan mengendalikan kebijakan
desa.Peraturan desa merupakan wujud konkret dari pelaksanaan
otonomi desa, karena melalui peraturan tersebut pemerintah desa dapat
mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk bidang

pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik*.

11 parasatya and Yuliani, “PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA.”

12

13 Muhammad Mutawalli Mukhlis and Ahmad Masum, Inclusive Governance in Indonesia, vol.
8313, 2025.

14 Jendi Taraja Simamora et al., “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan
Perundang Undangan Di Indonesia” 08 (2022): 85-99.



Keberhasilan otonomi desa juga sangat dipengaruhi oleh
kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola kewenangan yang
dimiliki. Kelembagaan desa yang kuat akan mampu menjalankan
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
secara efektif. Menurut penelitian, penguatan kapasitas aparatur desa
melalui pelatihan dan pendampingan menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa'®. Dengan
demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi
prasyarat utama dalam mendukung implementasi otonomi desa yang

optimal 1°.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan
desa juga menjadi indikator penting dalam pelaksanaan otonomi desa.
Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan
pemerintahan yang terbuka, terutama dalam pengelolaan keuangan desa
dan pelaksanaan program pembangunan'’. Partisipasi masyarakat
dalam pengawasan juga menjadi elemen penting untuk mencegah

terjadinya penyimpangan®®,

16 Dzaky Nabil Al- Hakim, “Masyarakat : Jurnal Pengabdian Masyarakat : Jurnal Pengabdian” 2, no.
4 (2026): 502—-15.

17 Saragih Ali Jaya, Eka Nurmala. Sari, and Irfan, “Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan
Pendahuluan Uraian Teori” 3, no. 6 (2024).

18 Dyah Evita Dewi and Hari Adi Priyo, “TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN” 03, no. 02 (2019): 287-99.
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Otonomi desa juga memiliki peran strategis dalam mendorong
inovasi lokal berbasis potensi desa. Melalui kewenangan yang dimiliki,
desa dapat mengembangkan program-program inovatif yang sesuai
dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Inovasi desa seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) terbukti mampu meningkatkan perekonomian desa dan
kesejahteraan masyarakat °. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi desa
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen

penting dalam pembangunan ekonomi lokal

Pelaksanaan otonomi desa tidak terlepas dari berbagai tantangan.
Keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya
pemahaman hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat dapat
menjadi hambatan dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif. Oleh
karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan masyarakat agar otonomi desa dapat

dijalankan secara optimal dan sesuai dengan prinsip good governance?.

Dengan demikian, otonomi desa merupakan landasan penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan
mandiri. Otonomi desa memberikan ruang bagi desa untuk

mengembangkan kebijakan lokal melalui peraturan desa guna

19 Ratna Puspa Dewi, Hyronimus Rowa, and Frans Dione, “PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI
KABUPATEN BEKASI” 11, no. 2 (2025): 94-105.

20 Alj Jaya, Sari, and Irfan, “Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pendahuluan Uraian Teori.”
21 Tasya Harahap et al., “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT” 10 (2024): 465-81.
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mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa. Dalam penelitian ini, konsep otonomi desa menjadi
kerangka dasar untuk menganalisis implementasi peraturan desa dalam
pemberdayaan masyarakat di Desa Candi, Kecamatan Ampel,

Kabupaten Boyolali.
Peraturan Desa

Menurut HAW.Widjaja Desa atau yang di sebut dengan nama lain
dan selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batasbatas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-
usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia?2.

Peraturan desa merupakan salah satu instrumen hukum yang
memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Keberadaan peraturan desa menjadi wujud konkret dari pelaksanaan
otonomi desa, karena melalui peraturan desa pemerintah desa dapat
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik local 2. Peraturan desa berfungsi sebagai

dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

22 Harahap et al. EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI

MASYARAKAT

23 Ayon Diniyanto, “Desain Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Dan Aspiratif,” no. 2
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan

masyarakat desa?.

Secara normatif, peraturan desa diakui dalam sistem peraturan
perundang-undangan nasional sebagai produk hukum di tingkat desa.
Peraturan desa dibentuk oleh kepala desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.
Proses pembentukan peraturan desa tersebut mencerminkan prinsip
demokrasi lokal, karena melibatkan unsur pemerintah desa dan wakil
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian,
peraturan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki

legitimasi sosial dan politik®.

Penyusunan peraturan desa wajib berpedoman pada asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut
perspektif hukum, meliputi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan
materi muatan, serta asas keterbukaan dan partisipasi.?®. Asas-asas
tersebut penting untuk menjamin bahwa peraturan desa yang dihasilkan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Peraturan desa

24 Lendy Siar, Marthin Luther Lambonan, and Rudolf Sam Mamengko, “Pembentukan Peraturan
Desa Yang Baik Di Kabupaten Minahasa Selatan 1-3” 10, no. 2 (2025): 449-64.

% parasatya and Yuliani, “PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA.”

26 Simamora et al., “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang
Undangan Di Indonesia.”
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juga harus mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan umum

masyarakat desa.

Peraturan desa memiliki fungsi sebagai alat pengendali dan
pengarah kebijakan desa. Melalui peraturan desa, pemerintah desa
dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan desa, pemanfaatan aset desa, pelaksanaan pembangunan,
serta program pemberdayaan masyarakat?’. Oleh karena itu, kualitas
peraturan desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-
program desa, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa.

Pembentukan dan penerapan peraturan desa sering menghadapi
berbagai kendala dalam pelaksanaannya.. Keterbatasan sumber daya
manusia aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap teknik
perancangan peraturan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam
proses penyusunan peraturan desa menjadi permasalahan yang kerap
terjadi?®. Kondisi ini berpotensi menghasilkan peraturan desa yang
kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sulit

diimplementasikan secara efektif.

Efektivitas peraturan desa sangat ditentukan oleh proses

sosialisasi dan implementasinya di masyarakat. Peraturan desa yang

27 Desa Munte, “PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI PARTISIPATIF MASYARAKAT) DI DESA
MUNTE” 14, no. 5 (2025).

28 Harahap et al., “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT.”
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tidak disosialisasikan dengan baik akan sulit dipahami dan dipatuhi
oleh masyarakat®®. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap
peraturan desa yang telah ditetapkan disertai dengan upaya sosialisasi
yang memadai serta mekanisme pengawasan yang jelas, agar peraturan
desa dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum dalam

pemberdayaan masyarakat desa.

Pengaturan mengenai peraturan desa secara utama terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa®. Undang-undang
ini memberikan dasar hukum bagi desa sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum
desa, termasuk peraturan desa. Dalam ketentuan umum Undang-
Undang Desa ditegaskan bahwa peraturan desa merupakan salah satu

instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan desa merupakan instrumen hukum yang memiliki peran
sentral dalam pelaksanaan otonomi desa dan pemberdayaan
masyarakat. Peraturan desa yang disusun secara partisipatif,
berdasarkan  prinsip-prinsip hukum  yang  berlaku, serta
diimplementasikan secara efektif akan mampu menciptakan tata kelola

pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berkeadilan®.,

29 Mafkfud, Sulastri Kristina, and Yudhia Ismail, “Urgensi Asas Kelembagaan Atau Pejabat
Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Peraturan Desa” 6, no. 1 (2024): 86—95.

30 Nur Fadhilah, “Implementasi Peraturan Desa Di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat
Kabupaten Indramayu” 1, no. 1 (2023): 26-41.

31 Jenny Ermalinda et al., “SOSIALISASI TENTANG PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG
PARTISIPATIF BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA NOELBAKI,
KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG Socialization” 12, no. 6 (2025): 871-82.
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Selain sebagai instrumen pengaturan, peraturan desa juga
berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat desa.
Dengan adanya peraturan desa yang jelas dan tertulis, masyarakat
memperoleh kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban mereka
dalam berbagai aspek kehidupan desa®?. Kepastian hukum ini penting
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur

desa serta untuk menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga desa.

Peraturan desa juga memiliki peran strategis dalam mendorong
akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Melalui pengaturan
yang dituangkan dalam peraturan desa, setiap kebijakan dan program
desa  dapat dilaksanakan  secara  terbuka dan  dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat®®. Hal ini sejalan dengan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana penyelenggaraan
pemerintahan desa harus dilakukan secara profesional, transparan, dan

berorientasi pada kepentingan masyarakat3*,

Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan
pendidikan hukum kepada masyarakat desa menjadi faktor penting
dalam memastikan peraturan desa dapat berfungsi secara optimal

sebagai instrumen hukum dalam pemberdayaan masyarakat desa®. Sub

32 perdana Indra, “EMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN
KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD),” n.d.

3 Diniyanto, “Desain Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Dan Aspiratif.”

34 Meri Yarni, “Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat” 4 (2020): 617-21.

35 Dafis Ubaidillah Assiddiq et al., “komunikasi Pembangunan Dan Mekanisme Bentuk Rancangan
Peraturan Desa Mengenai Tata Kelola Aset Desa” 9, no. April (2023): 158-78.
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bab ini menjadi landasan penting bagi analisis hukum terhadap
implementasi peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa

Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.
Implementasi Peraturan Desa

Implementasi peraturan desa merupakan tahapan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pada tahap inilah norma
hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan desa diterapkan secara
nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi peraturan desa tidak
hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga
menyangkut efektivitas kebijakan desa dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat

desa®.

Secara normatif, pelaksanaan peraturan desa merupakan bagian
dari kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang-Undang Desa
menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan desa yang telah ditetapkan menjadi dasar hukum bagi

pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan tersebut, sehingga

36 Fadhilah, “Implementasi Peraturan Desa Di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten

Indramayu.”

17



implementasi peraturan desa merupakan kewajiban hukum yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah desa®'.

Implementasi peraturan desa juga diatur dalam Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa
peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya
wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa®. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa peraturan desa memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus

dijalankan secara konsisten oleh seluruh unsur pemerintahan desa.

Dalam praktiknya, implementasi peraturan desa dipengaruhi oleh
beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah substansi hukum
peraturan desa itu sendiri, yaitu kejelasan norma, kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta relevansinya
dengan kebutuhan masyarakat desa. Peraturan desa yang disusun secara
jelas dan sesuai dengan kondisi lokal akan lebih mudah

diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat®.

Faktor kedua adalah struktur pelaksana, yaitu kapasitas aparatur
pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan peraturan desa. Keterbatasan sumber daya manusia,

37 Sri Pujiningsih, “THE VILLAGE DEVELOPMENT IN VILLAGE AUTONOMY CONTEXT BASED ( The
Implementation of Act Number 6 of 2014 Concerning Villages )” 19, no. 2 (2019): 131-37.

38 Mukhlis and Masum, Inclusive Governance in Indonesia.

39 Jaberan and Frances Tampubolon, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi
Pembangunan Desa” 2, no. 2 (2024): 229-33.
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rendahnya pemahaman hukum, serta kurangnya kemampuan teknis
aparatur desa sering menjadi kendala dalam implementasi peraturan
desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi

prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi peraturan desa*.

Faktor ketiga adalah budaya hukum dan partisipasi masyarakat
desa. Implementasi peraturan desa tidak akan berjalan efektif tanpa
dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran hukum
masyarakat desa, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, serta
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa
sangat menentukan keberhasilan implementasi peraturan desa dalam

praktik®,

Selain faktor-faktor tersebut, komunikasi kebijakan juga menjadi
aspek penting dalam implementasi peraturan desa. Komunikasi yang
efektif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
masyarakat akan mempermudah proses penyampaian informasi terkait
isi dan tujuan peraturan desa “2. Sosialisasi yang dilakukan secara
berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga

mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

40 A Molang Chaerul Kambau, Harsya Harun, and Zulkifli Darwis, “Proses Legislasi Desa Dalam
Dinamika Otonomi Desa Village Legislation Process in the Dynamics of Village Autonomy” 5, no. 1
(2024): 41-51.

41 Kiki Wulansari and Yuni Lestari, “EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATIONS
CONCERNING STRATEGIES FOR PREVENTING CHILD MARRIAGE IN GEMAHARJO VILLAGE ,
WATULIMO DISTRICT , TRENGGALEK REGENCY,” 2022, 107-19.

42 Indra Kurniawan et al., “Aktivitas Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Peraturan Desa
Mengenai Pengelolaan Sampah” 3, no. 2 (2024): 54-64.
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Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi kebijakan
seringkali menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi

suatu peraturan di tingkat desa*

Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun
sumber daya finansial, juga sangat menentukan keberhasilan
implementasi peraturan desa. Pemerintah desa memerlukan dukungan
anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program yang
telah dirumuskan dalam peraturan desa. Selain itu, dukungan sarana dan
prasarana juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan
desa. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran desa seringkali
menjadi kendala dalam merealisasikan program pemberdayaan

masyarakat secara optimal*

Evaluasi terhadap implementasi peraturan desa perlu dilakukan
secara berkala untuk menilai sejauh mana efektivitas peraturan tersebut
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat
menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan atau
revisi terhadap peraturan desa yang dianggap kurang efektif. Dengan
adanya evaluasi yang sistematis, implementasi peraturan desa
diharapkan dapat berjalan lebih adaptif dan responsif terhadap

dinamika kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan hasil

43 Cindi Br Nainggolan and Rahmadhona Fitri Helmi, “Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh :
Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Admininistrasi
Kependudukan” 10, no. 3 (2025): 561-78.

4 Fernanda Juli and Isna Agustina, “Implementtasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan
Kecamatan Jabon” 9, no. 2 (2024): 206-25.
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penelitian yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam

meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat lokal®.

Pelaksanaan perarturan desa masih sering ditemukan berbagai
permasalahan implementasi peraturan desa, seperti kurangnya
sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi
masyarakat. Kondisi ini menyebabkan peraturan desa yang telah
ditetapkan tidak berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mampu
mendorong pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang

diharapkan“®.

Implementasi peraturan desa juga memerlukan adanya
mekanisme pengawasan Yyang efektif. Pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah
daerah, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
masyarakat desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
peraturan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku serta tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan

4> Sintiya Hintalo, Asna Aneta, and Rustam Tohopi, “PUBLIKA : Implementasi Kebijakan Program
Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo”
10, no. 1 (2024), https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316.

46 Siar, Lambonan, and Mamengko, “Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Di Kabupaten
Minahasa Selatan 1-3.”
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akuntabilitas  pemerintah desa dan  mencegah terjadinya

penyalahgunaan kewenangan®’,
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu tujuan
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di era otonomi desa.
Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat
dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks ini, masyarakat desa
tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai
subjek yang memiliki hak, kewajiban, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan desa®.

Secara normatif, pemberdayaan masyarakat desa memiliki dasar
hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Pasal 18 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa desa
memiliki kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Lebih lanjut, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Desa mendefinisikan
pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

47 Wulansari and Lestari, “EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATIONS
CONCERNING STRATEGIES FOR PREVENTING CHILD MARRIAGE IN GEMAHARJO VILLAGE ,
WATULIMO DISTRICT , TRENGGALEK REGENCY.”

48 Jaberan and Tampubolon, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Pembangunan

Desa.”
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pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

desa®®.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk menciptakan
masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Tujuan
tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada
penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan juga
diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan

masyarakat.>

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai
program dan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan
lokal. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam merancang dan
melaksanakan program pemberdayaan yang partisipatif, transparan,

dan berkelanjutan. Peraturan desa menjadi instrumen hukum yang

4 |ndra Safri and Syapril Abdullah, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi
Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar” 4, no. 2 (2023): 242-48.

50 Agustina, “The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the
Regional Autonomy Era.”
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penting dalam mengatur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agar

berjalan secara sistematis dan memiliki kepastian hukum?®:,

Pemberdayaan masyarakat desa juga tidak dapat dilepaskan dari
partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kunci
keberhasilan pemberdayaan, karena masyarakat yang terlibat secara
langsung akan memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap
hasil pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengawasan
kegiatan pemberdayaan akan meningkatkan efektivitas dan

keberlanjutan program tersebut®2.

Pemberdayaan masyarakat desa masih menghadapi berbagai
tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya
tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
hak dan kewajiban sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan
pemberdayaan. Selain itu, kurang optimalnya peran pemerintah desa
dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat juga dapat

menghambat tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat desa>3.

Pemberdayaan masyarakat desa juga berkaitan erat dengan

penguatan modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial seperti

51 Agustina. The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the
Regional Autonomy Era.”

52 Fenny Aditiani, Arie Budiawan, and Asep Anwar, “PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA” 2, no. September (2025): 158—-65.

3 Harahap et al., “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT.”
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kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat menjadi kekuatan dalam
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Penelitian menunjukkan bahwa desa dengan tingkat modal sosial yang
tinggi cenderung lebih berhasil dalam melaksanakan program

pemberdayaan karena adanya kerja sama dan solidaritas antarwarga

Pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dilakukan melalui
pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemanfaatan sumber
daya alam dan kearifan lokal menjadi strategi penting dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program seperti
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta
penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu
bentuk konkret pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal berbasis
potensi desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara
signifikan

Peran pendamping desa juga sangat penting dalam mendukung
keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa berfungsi
sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan. Keberadaan
pendamping desa dapat meningkatkan kapasitas masyarakat serta
memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Studi
menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif dapat meningkatkan

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa
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Pemanfaatan teknologi informasi juga mulai menjadi bagian
penting dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Teknologi dapat
digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses informasi,
pemasaran produk lokal, serta transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Digitalisasi desa melalui penggunaan aplikasi dan
media sosial mampu membuka peluang baru bagi masyarakat desa
untuk berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat

meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa

Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa menjadi
aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan. Program yang tidak dirancang secara berkelanjutan
cenderung hanya memberikan dampak jangka pendek dan tidak mampu
meningkatkan kemandirian masyarakat secara optimal. Oleh karena itu,
diperlukan perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang
konsisten, serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat agar program
pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam
program pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan

jangka panjang

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa merupakan
proses yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, dan

implementasi yang efektif. Peraturan desa yang disusun dan
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dilaksanakan secara partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam

mendorong pemberdayaan masyarakat desa.
B. Landasan Teori
1. Teori negara hukum (Rechtsstaat)

Konsep negara hukum merupakan prinsip fundamental dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menempatkan hukum
sebagai dasar dan pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan. Negara hukum menuntut agar seluruh tindakan dan
kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus
didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kekuasaan
yang dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip ini bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-

hak warga negara®*.

Konsep negara hukum dalam literatur hukum dikenal dengan
istilah Rechtsstaat dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan Rule of
Law dalam tradisi Anglo-Saxon.Menurut Friedrich Julius Stahl, negara
hukum mengandung unsur perlindungan hak asasi manusia, pembagian
kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
serta adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sementara itu,
A.V. Dicey menekankan tiga unsur utama Rule of Law, yaitu supremasi

hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan terhadap hak-hak

% Muhammad Suhenriko, “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan
Kebijakan Di Indonesia” 1, no. 2 (2023): 64-71.
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individu. Kedua konsep tersebut menegaskan bahwa hukum harus

menjadi panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai landasan dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang secara konstitusional
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara
hukum.konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung makna
bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat
pemerintahan desa, harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi
nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Negara hukum Indonesia
tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan

rakyat sebagaimana tercermin dalam konsep negara hukum Pancasila.

Dalam konteks pemerintahan desa, teori negara hukum memiliki
implikasi penting terhadap pelaksanaan otonomi desa. Otonomi yang
diberikan kepada desa bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan
kewenangan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah desa sebagai bagian dari sistem
pemerintahan negara wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan
asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar

hukum yang jelas dan sah.

28



Melalui penerapan teori negara hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, diharapkan tercipta tata kelola desa yang
demokratis, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan
otonomi desa, yaitu mendorong kemandirian desa dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang berlandaskan
hukum. Oleh karena itu, teori negara hukum menjadi landasan teoritis
yang penting dalam menganalisis implementasi peraturan desa dalam

pemberdayaan masyarakat di era otonomi desa.
2. Teori Kewenangan (Authority Theory)

Teori kewenangan merupakan salah satu teori penting dalam
hukum administrasi negara yang menjelaskan dasar keabsahan setiap
tindakan dan keputusan pemerintahan. Kewenangan dipahami sebagai
kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam bidang
tertentu. Dengan demikian, kewenangan menjadi syarat utama sah atau

tidaknya suatu tindakan pemerintahan dalam negara hukum®.

Menurut pendapat para ahli hukum administrasi, kewenangan
selalu bersumber dari hukum dan tidak lahir secara alamiah. Bagir
Manan menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan harus memiliki
dasar hukum yang jelas dan tegas, karena tanpa dasar hukum tersebut,

tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

55 Andri Yanto et al., “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah
Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah” 3 (2023): 8321-32.
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hukum. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan tidak dapat dijalankan
secara sewenang-wenang, melainkan harus dibatasi dan diarahkan oleh

norma hukum.

Dalam teori kewenangan dikenal tiga cara perolehan
kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan
pemberian kewenangan asli oleh pembentuk undang-undang kepada
suatu organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan
dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan yang
lain, disertai dengan beralihnya tanggung jawab. Sementara itu, mandat
merupakan pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama
pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi
mandat. Ketiga bentuk kewenangan ini menjadi dasar untuk menilai

legitimasi tindakan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan desa, kewenangan pemerintah desa
sebagian besar bersumber dari atribusi dan delegasi yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang
tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, desa juga menerima
kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah melalui mekanisme delegasi dan tugas pembantuan®®.

%6 Achmad Robi Afrilihadi and Mohammad Maiwan, “Implementation Of Village Government
Authority In Fulfilling The Rights Of Disaster Victims At The Village Level” 10, no. 2 (2025): 66—75.
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Kewenangan pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa
merupakan perwujudan dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh
undang-undang. Peraturan desa dibentuk sebagai instrumen hukum
untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,
pembentukan peraturan desa harus dilakukan sesuai dengan ruang
lingkup kewenangan yang dimiliki desa dan tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi®’.

Teori kewenangan juga menekankan adanya batasan dalam
pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Setiap kewenangan harus
dijalankan sesuai dengan tujuan pemberiannya (doelmatigheid) dan
berdasarkan  asas  legalitas.  Penyalahgunaan  kewenangan
(detournement de pouvoir) atau tindakan melampaui kewenangan (ultra
vires) merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat

menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat pemerintahan.

Dengan demikian, teori kewenangan digunakan dalam penelitian
ini sebagai landasan analitis untuk menilai keabsahan pembentukan dan
implementasi peraturan desa. Melalui teori ini, dapat dianalisis apakah
kewenangan vyang dijalankan oleh pemerintah desa dalam
pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip negara hukum.

57 Masnun and Sepiyah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhdap
Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014,” no. 6 (2014).
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3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam
siklus kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan atau
peraturan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi
tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan teknis semata, tetapi sebagai
proses yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme
pengendalian untuk mewujudkan norma kebijakan dalam praktik.
Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana

kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan di lapangan.

Menurut pandangan para ahli, implementasi kebijakan
merupakan proses mengubah keputusan politik dan norma hukum ke
dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel utama,
yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik
organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi atau sikap
para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini
menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara normatif belum tentu
berhasil apabila tidak didukung oleh faktor-faktor implementatif yang

memadai.

Selain itu, George C. Edward Il mengemukakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor
utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang jelas dan konsisten diperlukan agar kebijakan
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dipahami dengan baik oleh pelaksana dan masyarakat. Sumber daya,
baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung,
menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau
sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen dan integritas aparatur,
sedangkan struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas

koordinasi dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks hukum, implementasi kebijakan publik memiliki
keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum. Kebijakan publik yang
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus
dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan
pembentukannya. Implementasi peraturan tidak hanya menuntut
kepatuhan aparatur pemerintah, tetapi juga membutuhkan pemahaman

dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum?®®,

Implementasi peraturan desa sebagai bentuk kebijakan publik di
tingkat desa memiliki karakteristik tersendiri. Pemerintah desa sebagai
pelaksana kebijakan menghadapi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman hukum,
serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor budaya hukum
masyarakat desa juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan

peraturan desa. Oleh karena itu, implementasi peraturan desa tidak

%8 Jumria Mansue, “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publiik” VI, no. li (2021):

324-34.
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dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan kearifan lokal yang

berkembang di masyarakat desa.>®

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan publik
digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana peraturan
desa di Desa Candi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan
pembentukannya. Melalui teori ini, dapat dianalisis faktor-faktor
pendukung dan penghambat implementasi peraturan desa dalam
pemberdayaan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan tersebut
mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa di era

otonomi desa.

4. Teori Pemberdayan Masyarakat

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam
siklus kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan atau
peraturan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi
tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan teknis semata, tetapi sebagai
proses yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme
pengendalian untuk mewujudkan norma kebijakan dalam praktik.
Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana

kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan di lapangan®°,

%9 Dian Kartika Sari and R Luki Karunia, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum Di Sekretariat Jenderal MPR Rl Tahun 2018-2022" 9, no. 1 (2024):

33-46, https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i2.11520.
80 Ahamd Fauzan, “Model Implementasi Kebijakan Publik” 4 (2024): 17929-38.
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Menurut pandangan para ahli, implementasi kebijakan
merupakan proses mengubah keputusan politik dan norma hukum ke
dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel utama,
yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik
organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi atau sikap
para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini
menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara normatif belum tentu
berhasil apabila tidak didukung oleh faktor-faktor implementatif yang

memadai.

Dalam konteks hukum, implementasi kebijakan publik memiliki
keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum. Kebijakan publik yang
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus
dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan
pembentukannya. Implementasi peraturan tidak hanya menuntut
kepatuhan aparatur pemerintah, tetapi juga membutuhkan pemahaman

dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan publik
digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana peraturan
desa di Desa Candi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan
pembentukannya. Melalui teori ini, dapat dianalisis faktor-faktor
pendukung dan penghambat implementasi peraturan desa dalam

pemberdayaan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan tersebut
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mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa di era

otonomi desa.
5. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan pendekatan yang memandang
hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang
saling berkaitan dan bekerja secara terpadu. Hukum tidak hanya
dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai sistem yang
hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas
hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum,
melainkan juga oleh bagaimana hukum tersebut dijalankan dan diterima

oleh masyarakat®?.

Salah satu teori sistem hukum yang banyak digunakan dalam
kajian hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M.
Friedman. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga
unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum
(legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur
tersebut saling memengaruhi dan menentukan berfungsinya hukum

dalam praktik.

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi
masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menentukan tingkat

kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

61 Dhanny Dwi and Sania Rahmawati, “Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem” 2 (2024): 412-23.
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Dalam masyarakat desa, budaya hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai
sosial, adat istiadat, dan tingkat pemahaman hukum masyarakat.
Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dapat menjadi

faktor penghambat dalam implementasi peraturan desa.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa, teori
sistem hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif.
Implementasi peraturan desa tidak akan berjalan efektif apabila hanya
menitikberatkan pada substansi hukum tanpa memperhatikan struktur
dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum harus berjalan secara
seimbang agar peraturan desa dapat berfungsi sebagai instrumen

pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, teori sistem hukum digunakan dalam
penelitian ini untuk menganalisis secara menyeluruh implementasi
peraturan desa di Desa Candi. Melalui pendekatan ini, dapat
diidentifikasi faktor-faktor kelembagaan, normatif, dan sosial budaya
yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan peraturan desa dalam

mendorong pemberdayaan masyarakat di era otonomi desa.
C. Originalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha
melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah

lain yang mempunyai relevasi dengan penelitian ini, sebagai berikut:
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No Penelitian Isi Penelitian Pembahuruan
Terdahulu

Nama Peneliti: | Mengkaji implementasi | Pembaharuan
Mukhlis dan | otonomi desa berbasis | penelitian ini
Masum partisipasi masyarakat | terletak pada

dalam penyelenggaraan | analisis
Judul: Examining | pemerintahan desa. | implementasi
The Fokus pada bagaimana | peraturan desa
Implementation of | kewenangan desa | secara  spesifik
Participatory dijalankan dan sejauh | dari perspektif
Village Autonomy: | mana masyarakat | hukum serta
Models Of | dilibatkan dalam | kaitannya dengan
Community perencanaan dan | pemberdayaan
Engagement and | pengambilan keputusan. | masyarakat di
Aplication in Desa Candi, tidak
Strenghening Hasil Penelitian: | hanya pada aspek
Inclusive Ditemukan bahwa | partisipasi, tetapi
Governance In | implementasi otonomi | juga pada
Indonesia %2 desa belum sepenuhnya | kesesuaian

partisipatif. Partisipasi | normatif dan

masyarakat masih | hambatan

bersifat formalitas, | pelaksanaannya.

dipengaruhi oleh

dominasi elit desa dan

keterbatasan kapasitas

aparatur. Faktor

pendukung keberhasilan

meliputi  transparansi,

komunikasi, dan

kepemimpinan kepala

desa.
Nama peneliti: | Menganalisis proses | Pembaharuan
Agung Arafat | pembentukan peraturan | penelitian ni
Saputra desa berdasarkan UU | terletak pada

No. 6 Tahun 2014, | kajian
Judul: Community | dengan fokus pada | implementasi
Participation in | tingkat partisipasi | peraturan desa
Village Regulation | masyarakat dalam | setelah
Development  in | perencanaan, ditetapkan,
Indonesia 5 pembahasan, dan | dengan

penetapan peraturan | menitikberatkan

desa. pada  efektivitas

62 Mukhlis and Masum, Inclusive Governance in Indonesia.
63 Agung Arafat Saputra and Universitas Pamulang, “Community Participation in Village Regulation
Development in Indonesia,” no. 2 (2023): 120-28.
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Hasil Penelitian:
Menunjukkan  bahwa
partisipasi masyarakat
meningkat secara
prosedural, namun
belum sepenuhnya
substantif. Banyak
masyarakat hadir dalam
forum, tetapi tidak
semua terlibat  aktif
dalam penyusunan
materi peraturan. Faktor
penghambat  meliputi
kurangnya pemahaman
hukum dan minimnya
sosialisasi.

pelaksanaan,
hambatan hukum,
serta upaya
optimalisasi
dalam
mendukung
pemberdayaan
masyarakat di
Desa Candi.

Nama peneliti:
Sekar Anggun

Judul:
Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui
Pembentukan
Peraturan Desa di
Desa Karanganom
Klaten ®*

Meneliti hubungan
antara pembentukan
peraturan desa dengan
upaya pemberdayaan
masyarakat, termasuk
bagaimana  peraturan
desa menjadi instrumen
hukum untuk
meningkatkan
partisipasi
kesejahteraan
masyarakat.
Hasil Penelitian:
Peraturan desa terbukti
dapat menjadi
instrumen
pemberdayaan apabila
disusun secara
partisipatif dan disertai
pengawasan.  Namun,
efektivitasnya
bergantung pada
implementasi di
lapangan serta
kesadaran hukum
masyarakat.

dan

Pembaharuan
penelitian ini
terletak pada
analisis peraturan
desa sebagai
instrumen hukum
yang ditinjau dari
perspektif hukum
tata negara dan
administrasi
negara, dengan
fokus pada
implementasi,
kendala, serta
upaya perbaikan
dalam
mendukung
pemberdayaan
masyarakat pada
era otonomi desa.

64 Sekar Anggun et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa
Karanganom Kabupaten Klaten” 6, no. 2 (2025): 129-42.
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D. Kerangka Berpikir

Implementasi Peraturan Desa di Desa Candi dalam Perspektif
Hukum untuk Mendukung Pemberdayaan Masyarakat

v

Peraturan desa sebagai instrumen hukum belum
diimplementasikan secara optimal dalam pemberdayaan

U

Implementasi, hambatan, dan upaya optimalisasi
peraturan desa.

<

Negara Hukum — Kewenangan — Implementasi
Kebijakan — Sistem Hukum

@

Pendekatan normatif-empiris dengan analisis
kualitatif.

s

Analisis implementasi, kendala, dan upaya
perbaikan.

v

Efektivitas peraturan desa dan rekomendasi
penguatan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang
mamandu penelitian untuk mengekspolrasi atau memotret situasi sosial yang
akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdam dan
Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian
Kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan
persepsi dari partisipan di bawah studi.

Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya,
perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, bentuk
penelitian lapangan yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
metode kualitatif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Candi, Kecamatan

Ampek, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

1.  Alasan Objektif:

a.

Desa Candi merupakan salah satu desa Yyang telah
menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan prinsip
otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Di desa ini telah dibentuk beberapa
peraturan desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi
peraturan desa dalam praktik

Desa Candi memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat desa yang cukup representatif, sehingga dapat
dijadikan sebagai objek penelitian untuk menganalisis hubungan
antara peraturan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam era
otonomi desa. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti
memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai
pelaksanaan peraturan desa serta partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.
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Alasan Subjektif

Peneliti  memiliki ketertarikan khusus terhadap kajian hukum
pemerintahan desa, khususnya mengenai implementasi peraturan desa
dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian relatif
mudah dijangkau oleh peneliti, serta adanya hubungan dan akses
komunikasi yang baik dengan aparat desa maupun masyarakat setempat
dapat mempermudah proses pengumpulan data dan informasi, sehingga
penelitian dapat dilaksanakan secara efektif, mendalam, dan

menghasilkan kajian yang bermanfaat.

D. Jenis Dan Sumber Data

1.

Data Primer
Keterangan yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali,
dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,
perangkat desa yang membidangi perencanaan dan pemberdayaan
masyarakat, serta Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Data tersebut berkaitan dengan implementasi peraturan desa
dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
a.  Tujuan

Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk memeprleh informasi

tentang:
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2.

1)

Bagaimana proses pembentukan dan implementasi

peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa

Candi

2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan dan
pelaksanaan peraturan desa

3)  Peran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam pelaksanaan peraturan desa

4)  Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
implementasi peraturan desa dalam pemberdayaan
masyarakat;

5) Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi
kendala pelaksanaan peraturan desa.

b.  Informan

Kegiatan ini menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait

dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat, antara lain

1)  Kepala Desa Candi (H.Warsito)

2)  Perangkat Desa;

3)  Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

4)  Tokoh masyarakat;

5) Masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan
desa

Data Sekunder
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian,
yaitu implementasi peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat di
era otonomi desa. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis
hukum serta memberikan landasan teoritis dan normatif dalam
penelitian.
Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan,
dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang
kemudian dibedakan menjadi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan
perundang-undangan dan peraturan desa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  pemerintahan desa dan  pemberdayaan
masyarakat, yaitu:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.
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5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang
bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-
dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari
internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Bahan hukum sekunder tersebut memiliki peran penting dalam
memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan
hukum primer. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat
memahami konsep, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan
dengan implementasi peraturan desa dan pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, bahan hukum sekunder juga membantu
dalam mengkaji perkembangan praktik serta permasalahan yang
terjadi di lapangan, sehingga dapat memperkuat argumentasi dan
analisis dalam penelitian secara lebih komprehensif dan sistematis.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti,

kamus hukum dan ensikopledia hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa

serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di
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Desa Candi, seperti Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), serta masyarakat yang menerima pelayanan dari pemerintah
desa.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan
Desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Candi,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Fokus penelitian meliputi
pelaksanaan program pemberdayaan, peran pemerintah desa dalam
menjalankan peraturan desa, partisipasi masyarakat, serta hambatan dan
upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di era

otonomi desa.

Tehnik Pengumpulan Data

1. Tehnik Wawancara

Dituliskan Moleong (2007: 86)®° bahwa wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
Sedangkan Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114)%
wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna

dalam suatu topik tertentu.

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
%6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Edisi Revi (Bandung: Alfabeta,

2020).
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2. Tehnik Observasi
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109)%" observasi adalah
kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti
agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi
sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).
3. Tehnik Studi Pustaka

Menurut Koentjaraningrat (1983, him. 420)%8 teknik kepustakaan
merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang
terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah,
naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi
melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-
buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan

majalah yang berkaitan dengan penelitian.

G. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dilengkapi data kuantitatif
yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab
perihal dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau
memusatkan perhatian kepada masalah - masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan. Berikut adalah “model interaktif” Teknik analisis

67 Sugiyono. Sugiyono.
68 Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
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data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles &

Huberman, yaitu:

1.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses
pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian,

dan bahkan di akhir penelitian.

Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai suatu peroses pemilihan,
memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi
data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting,
menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih
sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang
menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan

yang bermakna.

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data
merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah
disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses
penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari

kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat
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memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang

dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

Interpetasi Data

Interpretasi data oleh peneliti melalui pengecekan dan
kesepakatan dengan subjek penelitian. Interpretasi data adalah proses
pemberian makna tehadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang

ditemukan dalam sebuah penelitian.

Penarikan Simpulan

Simpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model
interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial
berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum
pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan

disertai dengan quote verbatim wawancaranya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan:

1. Kepala Desa Candi, H. Warsito, diketahui bahwa proses penyusunan
Peraturan Desa dilakukan melalui tahapan musyawarah desa yang
melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, serta perwakilan masyarakat. Hal
ini menunjukkan bahwa secara normatif, proses pembentukan Peraturan
Desa telah sesuai dengan prinsip partisipatif. Kepala Desa menyatakan
bahwa Peraturan Desa disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kondisi masyarakat setempat. Dalam implementasinya, Peraturan Desa
tersebut diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat,
antara lain pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro kecil
menengah (UMKM), serta kegiatan pemberdayaan perempuan melalui
organisasi PKK. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian,
pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini
disebabkan oleh masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan di lapangan,
baik dari segi partisipasi masyarakat maupun ketersediaan sumber daya.

2. Hasil wawancara dengan perangkat desa, menunjukkan bahwa
pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Peraturan
Desa. Perangkat desa berfungsi sebagai pelaksana teknis yang bertanggung
jawab terhadap administrasi, pelaksanaan program, serta pengawasan

kegiatan. Dalam praktiknya, pemerintah desa telah berupaya menjalankan
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program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat
kendala dalam hal koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia yang
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, dapat
dianalisis bahwa peran pemerintah desa sudah berjalan, tetapi masih perlu
ditingkatkan terutama dalam hal manajemen program dan optimalisasi
sumber daya yang ada.

3. Hasil wawancara dengan anggota BPD, Ibu Arini Khoiriyah, diketahui
bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa. BPD berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang
dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku serta
aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga berfungsi sebagai penyalur
aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan desa.
Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan tersebut belum berjalan
secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam
pengawasan program di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa peran BPD sudah ada, tetapi perlu diperkuat agar lebih efektif dalam
mengontrol pelaksanaan Peraturan Desa.

4. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakatm H.Munjazin |,
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan
masih bersifat fluktuatif. Sebagian masyarakat telah aktif mengikuti
kegiatan, namun sebagian lainnya masih kurang terlibat. Hal ini diperkuat
oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK, Anastya Yuningsih, yang

menyatakan bahwa program pemberdayaan perempuan melalui PKK cukup
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berjalan, tetapi masih membutuhkan peningkatan partisipasi dari anggota
masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap program serta kesibukan
masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, partisipasi
masyarakat menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan

implementasi Peraturan Desa.

. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini menguraikan temuan yang
diperoleh di  lapangan terkait dengan implementasi Peraturan Desa dalam
pemberdayaan masyarakat yaitu :

Pelaksanaan Implikasi Peraturan Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakatdi

Pelaksanaan implementasi Peraturan Desa di Desa Candi pada
dasarnya telah berjalan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui bahwa Peraturan Desa yang berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat disusun melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan
berbagai unsur, seperti pemerintah desa, BPD, serta masyarakat.

Secara normatif, proses tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara
hukum, Peraturan Desa memiliki legitimasi yang kuat karena dibentuk

melalui mekanisme yang demokratis.
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Peraturan Desa dalam pelaksanannya diwujudkan dalam berbagai
program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan,
pengembangan UMKM, serta kegiatan pemberdayaan perempuan melalui
PKK. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Selain itu, faktor komunikasi dan sosialisasi kebijakan juga turut
mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Desa di Desa Candi.
Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang belum
memahami secara utuh isi dan tujuan dari Peraturan Desa yang telah
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan
olen pemerintah desa belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya
partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang telah dirancang.
Oleh Kkarena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi secara
berkelanjutan dan penggunaan metode komunikasi yang lebih efektif agar
informasi mengenai Peraturan Desa dapat diterima dengan baik oleh seluruh
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program belum
sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya
pelaksanaan program di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat
telah merasakan manfaat dari program tersebut, namun sebagian lainnya

belum terlibat secara aktif.
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Secara empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh
karena itu, pelaksanaan Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat
perlu didukung oleh strategi yang lebih efektif agar dapat menjangkau
seluruh masyarakat secara merata
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam
implementasi Peraturan Desa, terutama sebagai pelaksana kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa berperan dalam mengelola
administrasi, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan
terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya
perencanaan program yang disusun secara terstruktur serta pelaksanaan
kegiatan yang melibatkan masyarakat.Dalam praktiknya masih terdapat
beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, seperti keterbatasan
sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar lembaga desa.
Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di
lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah menjalankan
beberapa fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan. Dalam fungsi perencanaan, pemerintah desa menyusun
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program pemberdayaan berdasarkan hasil musyawarah desa. Hal ini
menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat
secara partisipatif.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi
efektivitas pelaksanaan program. Dengan anggaran Yyang terbatas,
pemerintah desa harus melakukan prioritas dalam pelaksanaan program,
sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan secara maksimal.

Peran pemerintah desa dalam implementasi Peraturan Desa sudah berjalan,
namun masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal manajemen program,
koordinasi, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi penting
dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil
penelitian, BPD telah menjalankan fungsi pengawasan dengan cara
memantau pelaksanaan program serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
kinerja pemerintah desa, termasuk dalam pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat
evaluasi, peninjauan lapangan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.Peran
BPD dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa
pelaksanaan Peraturan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

serta tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
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Fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara maksimal. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan kapasitas anggota BPD serta kurangnya
intensitas pengawasan di lapangan. Selain itu, koordinasi antara BPD dan
pemerintah desa juga masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat
dilakukan secara efektif. Tanpa adanya koordinasi yang baik, fungsi
pengawasan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya
penguatan peran BPD melalui peningkatan kapasitas serta peningkatan
koordinasi dengan pemerintah desa agar fungsi pengawasan dapat berjalan
lebih efektif.

. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan
implementasi Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi
masyarakat di Desa Candi masih belum merata. Sebagian masyarakat telah
aktif terlibat dalam program pemberdayaan, namun sebagian lainnya masih
kurang berpartisipasi. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Candi, tingkat
partisipasi masyarakat masih bersifat variatif. Sebagian masyarakat telah
menunjukkan partisipasi aktif, terutama dalam kegiatan yang memberikan
manfaat langsung, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan PKK.
Namun, sebagian masyarakat lainnya masih menunjukkan sikap pasif.

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain kurangnya pemahaman terhadap program, tingkat pendidikan
masyarakat, serta kesibukan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, faktor

ekonomi juga berpengaruh Sebagian masyarakat lebih fokus pada aktivitas
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ekonomi sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu untuk mengikuti
kegiatan desa. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat. Faktor budaya juga mempengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir
pasif dan cenderung menunggu program dari pemerintah tanpa adanya
inisiatif untuk terlibat secara aktif. Dalam perspektif teori, partisipasi
masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan
berbasis masyarakat (community development). Tanpa adanya partisipasi
aktif, program pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi
aktif masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat,
program pemberdayaan tidak akan berjalan secara optimal.Oleh karena itu,
diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, seperti melalui sosialisasi, edukasi, serta pendekatan yang lebih
persuasif.

Hambatan Dalam Implementas Peraturan Desa

Implementasi Peraturan Desa, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi
keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa belum seluruhnya
memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola program pemberdayaan
Keterbatasan anggaran desa juga menjadi hambatan yang signifikan. Dana

desa yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, sehingga alokasi
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untuk program pemberdayaan menjadi terbatas. Keterbatasan ini
menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara maksimal.

Hambatan eksternal meliputi rendahnya partisipasi masyarakat serta
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan, pola
pikir masyarakat yang masih tradisional dan kurang inovatif juga menjadi
kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Masyarakat cenderung
enggan mencoba hal-hal baru yang ditawarkan dalam program.. Selain itu,
kurangnya koordinasi antar lembaga desa juga menjadi salah satu hambatan
dalam pelaksanaan program. Tanpa koordinasi yang baik, program tidak
dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hambatan-hambatan tersebut
menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa tidak hanya dipengaruhi
oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan.
. Upaya dan Strategi Pemerintah Desa

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah desa telah
melakukan berbagai upaya dan strategi. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat.
Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari
program pemberdayaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa juga melakukan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola program

pemberdayaan. Strategi lainnya adalah dengan mengoptimalkan
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penggunaan dana desa agar dapat digunakan secara efektif dan efisien
dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa juga mulai mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat melalui pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan program.
Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga
sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
kegiatan pemberdayaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan
rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang dijalankan,
sehingga masyarakat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mendukung
keberhasilan program pemberdayaan.

Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan koordinasi dengan
berbagai pihak, termasuk BPD dan lembaga kemasyarakatan desa, agar
pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik. Dengan adanya upaya dan
strategi tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Desa dalam
pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah desa juga perlu melakukan evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Evaluasi ini
bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang masih
terjadi, serta merumuskan solusi yang tepat untuk perbaikan ke depan.
Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, pelaksanaan Peraturan Desa
dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang, sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif,

adaptif, dan berkelanjutan.
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7. Analisis Hukum terhadap Implementasi Peraturan Desa
Perspektif hukum, implementasi Peraturan Desa di Desa Candi telah
memenuhi aspek legalitas, karena dibentuk melalui prosedur yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Aspek efektivitas hukum,
implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih
adanya kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam teori hukum, suatu peraturan dikatakan efektif apabila dapat
dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, Peraturan Desa di Desa Candi sudah berjalan, tetapi
masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Desa di Desa Candi telah
memenuhi aspek normatif, tetapi masih perlu perbaikan dalam aspek
implementatif.

Apabila dikaji lebih lanjut menggunakan pendekatan efektivitas
hukum, keberhasilan implementasi Peraturan Desa juga sangat dipengaruhi
oleh kesadaran hukum masyarakat dan aparatur desa sebagai subjek hukum.
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan desa menjadi indikator
penting dalam menilai apakah suatu peraturan telah berjalan secara efektif
atau belum. Dalam hal ini, masih terdapat masyarakat yang belum
sepenuhnya mematuhi dan memahami ketentuan dalam Peraturan Desa,
sehingga berdampak pada belum optimalnya hasil yang dicapai. Oleh

karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui
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sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar Peraturan Desa tidak hanya

berlaku secara formal, tetapi juga efektif dalam praktik di masyarakat.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis

Hukum terhadap Implementasi Peraturan Desa dalam Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di
Desa Candi secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan Peraturan Desa
dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai
unsur masyarakat, sehingga secara normatif telah memenuhi prinsip
partisipatif dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek
legalitas, Peraturan Desa tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Peraturan Desa dalam pelaknasannya telah diwujudkan dalam
berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan
keterampilan, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta
kegiatan pemberdayaan perempuan melalui PKK. Program-program
tersebut memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan
keterampilan dan kapasitas ekonomi masyarakat. Namun demikian,
pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena belum menjangkau

seluruh lapisan masyarakat secara merata.
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Peran pemerintah desa dalam implementasi Peraturan Desa cukup
dominan sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah desa telah menjalankan
fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemberdayaan
masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam
hal keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kurang
optimalnya koordinasi antar lembaga desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan
pelaksanaan Peraturan Desa telah berjalan, namun belum optimal. BPD
telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat,
tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan dan
intensitas pengawasan di lapangan. Hal ini menyebabkan fungsi kontrol
terhadap pelaksanaan kebijakan desa belum berjalan secara maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih belum
merata. Sebagian masyarakat telah berpartisipasi aktif, terutama dalam
kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Namun, sebagian masyarakat
lainnya masih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap program, faktor ekonomi, serta pola pikir masyarakat
yang masih cenderung pasif.

Implementasi Peraturan Desa terdapat berbagai hambatan yang
meliputi hambatan struktural, kultural, dan substansial. Hambatan struktural
berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran desa, hambatan

kultural berupa rendahnya partisipasi dan pola pikir masyarakat, serta
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hambatan substansial terkait dengan belum optimalnya isi dan pelaksanaan

Peraturan Desa.

Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
hambatan tersebut, seperti peningkatan sosialisasi program, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan dana desa, serta
peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun demikian, upaya
tersebut masih perlu ditingkatkan agar implementasi Peraturan Desa dapat
berjalan lebih efektif.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Desa dalam
pemberdayaan masyarakat di Desa Candi telah berjalan secara normatif,
namun secara empiris masih memerlukan peningkatan dalam berbagai
aspek, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan

desa, serta efektivitas pelaksanaan program.

. SARAN

Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas perencanaan program
pemberdayaan masyarakat dengan berfokus pada kebutuhan riil masyarakat
melalui pemetaan potensi dan permasalahan desa secara lebih
komprehensif. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia aparatur melalui pelatihan dan pembinaan agar mampu

melaksanakan program secara efektif.
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Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi program secara

intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat agar
partisipasi masyarakat meningkat. Pemerintah desa juga perlu
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program untuk
membangun kepercayaan masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan peran
pengawasan melalui monitoring dan evaluasi secara aktif serta
meningkatkan kapasitas kelembagaan agar fungsi kontrol berjalan optimal.
Pemerintah desa dan BPD perlu memperkuat koordinasi agar pelaksanaan
program lebih efektif dan efisien.

Masyarakat Desa Candi perlu meningkatkan partisipasi dalam setiap
program pemberdayaan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan
desa. Pemerintah desa perlu mengembangkan inovasi program berbasis
potensi lokal agar program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam
sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan
efektivitas kegiatan. Peneliti selanjutnya perlu mengembangkan penelitian
dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda agar

menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.
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LAMPIRAN
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Lampiran Kuesioner Wawancara

Sumber/Responden

Tema

Pertanyaan

Kepala Desa

Implementasi Peraturan
Desa

Bagaimana proses
penyusunan dan
penetapan Peraturan
Desa terkait
pemberdayaan
masyarakat di Desa
Candi?

Kepala Desa

Pelaksanaan Kebijakan

Program pemberdayaan
apa saja yang
dilaksanakan
berdasarkan Peraturan
Desa?

Kepala Desa

Hambatan

Apa kendala yang
dihadapi dalam
pelaksanaan Peraturan
Desa tersebut?

Kepala Desa

Solusi

Upaya apa yang
dilakukan pemerintah
desa untuk mengatasi
kendala tersebut?

Perangkat Desa

Peran Pemerintah Desa

Bagaimana peran
perangkat desa dalam
melaksanakan program
pemberdayaan
masyarakat?

Perangkat Desa

Administrasi dan
Pengelolaan

Bagaimana mekanisme
pelaksanaan dan
pengawasan program
pemberdayaan sesuai
Peraturan Desa?

Anggota BPD

Fungsi Pengawasan

Bagaimana peran BPD
dalam mengawasi
pelaksanaan Peraturan
Desa terkait
pemberdayaan
masyarakat?

Anggota BPD

Partisipasi Masyarakat

Sejauh mana masyarakat
dilibatkan dalam
penyusunan dan
pelaksanaan Peraturan
Desa?

Tokoh Masyarakat

Dampak Kebijakan

Bagaimana dampak
pelaksanaan Peraturan
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Sumber/Responden

Tema

Pertanyaan

Desa terhadap kondisi
sosial dan ekonomi
masyarakat?

Tokoh Masyarakat

Partisipasi

Apakah masyarakat aktif
terlibat dalam program
pemberdayaan desa

Masyarakat Desa

Manfaat Program

Apakah masyarakat
merasakan manfaat dari
program pemberdayaan
yang diatur dalam
Peraturan Desa?

Masyarakat Desa

Kendala di Lapangan

endala apa yang
dirasakan masyarakat
dalam mengikuti
program pemberdayaan
desa?

Masyarakat Desa

Harapan

Apa harapan masyarakat
terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa ke
depan?
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